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BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk kelancaran tugas serta tertib administrasi
pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa,
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 03 Tahun 2013
tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk
disesuaikan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkalis tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan (ULP) 'Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);




‘Menetapkan

 2 

4. ’Peraturan Pre31den Nomor 54 Tahun 2010 tentang

. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaankn '

‘Barang/ J asa Pemermtah

5 : Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 '

. tentang " Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
v ;sebagalmana ‘telah diubah beberapa kali terakhir
‘dengan Peraturan Menteri- Dalam Negeri Nomor 21
- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturank
- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang“
i Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; '

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebuakan Pengadaaan',

, 'Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 5/PRT/ KA/VII/ 2012
~ tentang - Pedoman  Pembentukan Unit - Layanan
~ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ~ -

 MEMUTUSKAN :

: - PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG 'PERUBAHAN

- ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN

..2013" TENTANG - PEMBENTUKAN UNIT  LAYANAN .
'PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN :

L ‘;PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Pasal I

3 Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupatl Bengkahs Nomor 03 Tahun 2013,
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah ‘Kabupaten Bengkalis  (Berita Daerah Kabupaten -

- Bengkalis

Tahun 2013 Nomor 03) dlubah sebaga1 berlkut

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dlubah dan ayat (3) d1hapus, sehmgga Pasal 9.
berbuny1 sebagal benkut : : '

. Pasal 9

(1) Struktur Organ1sa31 ULP Barang/ Jasa terd1r1 darl B

a.

b
c

ood
e

-

Kepala

.,'Sekretans ~ o
. Kepala Sub Bagian Umum TR ST R
Kepala Sub Bagian Dokumen’ Lelang, S

. Kepala Sub Bagian Sanggah dan

Kelompok Kerja.-

~ (2) Bagan = Struktur Orgamsas1 ULP tercantum pada Lamplran yang
merupakan baglan tldak terplsahkan Peraturan Bupatl ini. .




2. D1antara Pasal 9 dan Pasal - 10 d1s131pkan 1 (satu) Pasal baru yaltu_
Pasal 9A sehlngga berbuny1 sebaga1 berlkut ~

Pasal 9A

Hubungan kerJa ULP dengan SKPD melakukan konsultas1 dan koordlnasrg
. secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesalan
persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/j Jasa S

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) d1ubah sehlngga Pasal 10 berbuny1 sebaga1
_ berlkut : s

Pasal 10

(1) Kepala ULP sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
T ‘mempunyal tugas sebagai berlkut c

’a.

b

- cC
- d.

memlmpln dan mengkoordlna31kan seluruh keglatan ULP

. menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan melaporkan kepada
“Bupati; = . . ,

. menyusun program ker_]a dan anggaran ULP : ' : ' -
‘mengawasi seluruh keglatan pengadaan -barang/j _]asa d1 ULP dan

melaporkan ~apabila ada penylmpangan dan/ atau 1nd1ka31 :
penyimpangan; - : : :

. .membuat laporan pertanggung]awaban atas pelaksanaan keglatan

- . pengadaan barang/jasa kepada Bupati;

)

melaksanakan pengembangan Sumber Daya: Manusia. ULP

menugaskan/ menempatkan/ rnermndahkan anggota kelompok ker_]a, -
~sesuai dengan beban kerja 1 mas1ng-mas1ng kelompok: kerja ULP; e
. mengusulkan pemberhentlan ~anggota - kelompok “kerja yang

ditugaskan di  ULP. kepada - Bupatl apabila terbukti melakukan

‘pelanggaran peraturan perundang-undangan; : :
. dapat mengangkat dan memberhentikan pembantu kelompok kerJa :

ULP berdasarkan usulan dari ketua kelompok kerja;

. mengkoordlna51 semua bentuk keglatan pengadaan barang /jasa yang

d111mpahkan kepada ULP dari masing-masing SKPD/unit kerja;’

. mengetahui pemenang penyedia barang/ jasa yang dlsampalkan oleh
‘kelompok kerja untuk diumumkan; '

_'menyampalkan penetapan penyedla barang/_]asa kepada unlt kerja
terkait; : )
.‘menetapkan langkah langkah yang dlperlukan apablla menemukan’ L
adanya penyimpangan dan/atau indikasi penylmpangan '

melaksanakan tugas lain yang d1ber1kan Bupati. sesual dengan tugas

dan fungsmya

(2) Kepala ULP sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan
bertugas sebaga1 anggota kelompok kerja ULP. '

4, Ketentuan Pasal 11 ayat (3) d1ubah sehlngga Pasal 11 berbuny1 sebaga1
berlkut = ; : ‘

Pasal 11

(1) Sekretarlat d1p1rnp1n oleh seorang Sekretarls yang berada d1bawah dan}.
bertanggung]awab kepada Kepala ULP ' :



2 Sekretarls sebaga1mana dlmaksud ayat (1) mempunya1 tugas pokok i
pelaksanaan kerumahtanggaan ‘pengelolaan- keuangan perlengkapan,

“sarana dan prasarana kehumasan, kepegawalan dan admmlstra51*”
lalnnya s « i

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretarls sebagalmana dlmaksud o
ayat 1) maka Sekretans mempunya1 rincian tugas sebagai beikut: '

a. penyusun program kerJa dan anggaran ULP; - , ~
b. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan admlnlstra31 perlengkapan
dan rumah tangga; : : '
c. melaksanakan fungsi ketatausahaan ~ ' ’ ' ‘
-d. mengkoordinir pembagian paket pekerjaan pada kelornpok kerja pengadaan

~e. mengkoordinir  pelaksanaan pemlhhan penyedla barang/ jasa. yang ,

- dilaksanakan oleh kelompok kerja; < :
- f. penyediaan dan pengelolaan -sistem mforma31 yang ngunakan dalam’™
' ‘pelaksanaan pengadaan barang/jasa; - -
"~ g memantau dan mengevalua51 terhadap pelaksanaan pengadaan barang/ Jasa
- diULP; '
h. melakukan koord1nas1 dengan LPSE terkalt pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara elektronik (e — procurement); '
- mengkoordinir tenaga - ahli dalam proses pengadaan barang/ b asa, ‘
] _mengkoordjmr pelaksanaan tugas sub baglan sesua1 bldang tugas masmg-' :
| masing; : E : .
k. menyusun jadwal tugas kelompokkerja e ety e SR
1. membuat laporan secara’ penodJk atas hasﬂ pelaksanaan pengadaan yang o
‘dilaksanakan oleh ULP; dan =
-m. melaksanakan tugas lalnnya yang d1ber1kan oleh Kepala ULP

o pde
.

(4) Sekretaris ULP dapat merangkap dan bertugas sebagal anggotar Lo
kelompok kerJa ULP. G . » '

. Ketentuan Pasal 12 dlubah dan d1tambah 1 (satu) ayat sehlngga Pasal 12 e
'berbuny1 sebaga1 berlkut B ; :

Pasal 12
(1) Sub baglan merupakan unsur staf ULP terdm dan beberapa orang pegawa1 yang
' d1p1mp1n oleh seorang Kepala Sub Baglan '

) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunya1 tugas membantu -
Sekretaris ULP dan kelompok kelja ULP sesuai dengan bldang tugasnya A
(3) Sub baglan sebagaimana dxmaksud ayat (1) terdln dan '?‘,_ A

a. Sub Baglan Umum;
b. Sub Bagian Dokumen Lclang, dan
C. Sub Baglan Sanggah. :

(4) Sub Baglan sebagalmana d1rnaksud ayat (3) mempunya1 tugas sebaga1 B
berikut: : SIS ; ~

a.-Sub Bagian Umum, mempunya1 tugas yaitu: Sl

1‘..' merencanakan keg1atan Sub Baglan Umum IR ,
~-2. mencari, mengumpulkan ‘menghimpun, dan: mengest1mas1 dany,
o mengolah data serta menganahsa data dan 1nforma51 tentang e
" proses pengadaan barang/ jasa; - : * ‘

- 3. ‘menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas Lt

- Sub Bagian Umum dan pengadaan barang/ jasa;
4y mengarahkan dan mendistribusikan surat . ‘masuk dan surat
- keluar sesuai dengan kepentingan dan perrnasalah_an,




00 _\'l,m,”

10.

E

. mengatur rumah tangga ULP menata kelndahan dan keber31han *
“ kantor serta keamanan llngkungan kantor; = .
. melakukan kearsipan dan pendokumenta51an keglatan ULP

mengelola Sumber Daya Manusia di lingkungan ULP;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretans tentang
- langkah-langkah atau t1ndakan yang perlu d1amb11 d1 bidang
~tugasnya; ‘

membuat laporan pelaksanaan keglatan Sub Baglan Umum dan
laporan’ proses pengadaan barang/ _]asa yang dllakukan setlap
kelompok kerja ULP; dan R :

- melaksanakan tugas 1a1n yang dlberlkan oleh Sekretar1s baik

. secara tertulis - ‘maupun lisan sesuai dengan bidang - tugasnya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sekretarlat

b Sub Bagian Dokumen Lelang, mempunya1 tugas yaitu: -

: »1.'
2.
 dibutuhkan kelompok kerja dalam pengadaan barang/jasa; :
.. membantu kelompok kerja dalam melakukan survey harga pasar
~dalam “mencermati Harga Perklraan Sendm (HPS) dan )

3

mengmventamsam paket- paket yang akan dllelang/ selek81
menyiapkan format dokumen pendukung dan 1nformas1 -yang

Spesifikasi/teknis;

. meneliti dan memver1ﬁka31 kelengkapan dokumen lelang yang = -
- dimasukan oleh SKPD sebelum diteruskan ke kelompok kerja;

. membuat laporan pelaksanaan keg1atan Sub Baglan Dokumen
‘Lelang; dan- : ~

.. melaksanakan tugas la1n yang dlberlkan oleh Sekretarls ba1k

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya

= dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sekretarlat

c. Sub Baglan Sanggah mempunya1 tugas yaltu

i
2.

- 3.

menerima dan- mengkoordmamkan sanggahan dan pengaduan
yang dlsampalkan penyedia barang/jasa dan masyarakat;
membantu kelompok kerja ULP dalam menjawab sanggahan yang
dlsampalkan penyedia barang/jasa;"

memfasilitasi  kelompok kerja ULP dengan advokat/ konsultan

. hukum apabila kelompok kerja ULP memerlukan bantuan yang
~ berhubungan dengan' hukum; ;

.. mempersiapkan - admmlstra31 yang d1per1ukan untuk proses,
- penyelesaian masalah hukum/ sengketa hukum; '

. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Sanggah “dan
.. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretarls baik
secara tertulis maupun lisan sesuai. dengan bidang tugasnya

. dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat.

6 Ketentuan Pasal 14 d1ubah sehlngga Pasal 14 berbuny1 sebaga1 berlkut

Pasal 14

(1) Kelompok ker_]a ULP mempunyai tugas r’nélaksanakan’ pemilihan
penyedia - barang/ jasa untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi,
pengadaan jasa konsultasi dan pekerjaan jasa lamnya ‘ '

(2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud ayat (1),
kelompok kerja melakukan hal hal 'sebagai berikut: - e

a. peng1nventansas1an paket paket yangakan chlelang/ dlselek51 Lo -
’ b ‘menetapkan sistem pengadaan, metode pemilihan, metode penyampa1an
.~ dokumen, metode evaluas1 tahapan dan Jadwal lelang/ seleks1 serta permhhan

: Jems kontrak; L E b :



mengusul perubahan HPS dan spesﬁ'lkam tekms Jlka dlperlukan kepada PPK
‘menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; -

. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/j jasa secara ‘terbuka melalui
‘website pemerintah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan

. menyampalkan ke LPSE untuk d1umumkan dalam portal pengadaan

BgrEee e

o

“nasional;"

rnelakukan Pemlalan kuahaﬁkas1 pada penyedla barang/ Jasa melalui pra

- kualifikasi/ pasca kualifikasi; -
“evaluasi administrasi, tekms dan harga terhadap penawaran yang masuk;

melaksanakan pengadaan barang/j jasa dengan memanfaatkan tekhnologi
informasi melalui layanan pengadaan secara elektronik (e— procurement) ;
penerimaan pendaftaran; ‘ : :

“penyelenggaraan aanwijzing;

penerimaan pemasukan penawaranj’ ‘ o
penyelenggaraan pembukaan penawaran;

. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

menetapkan pemenang penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada kepala ‘

ULP untuk diketahui sebelum diumumkan sebagai bahan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kepada Bupati;

. Menjawab  sanggahan setelah berkoordnasi dengan Sub Baglan Sanggah

- sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf c;

o

menyerahkan salinan dokumen pemJ]Jhan penyedia, barang/ _]asa kepada PPK
melalui Sekretariat ULP; '

- menyimpan dokumen asli penyedla barang /i Jasa

membuat dan menyampaukan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
kepala ULP A . :

7 Ketentuan Pasal 15 dltambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehlngga Pasal 15

‘berbunyi sebaga1 berlkut

 Pasal 15

(1) Kepala ULP Wajib memthhi persyarétan:b

@ ?~9 o p

Lane]

. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;

memiliki pendidikan minimal sarjana S1;

memiliki kaulifikasi teknis dan manajerlal

memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;

memiliki - integritas = moral, dls1p11n dan tanggung Jawab dalam
melaksanakan tugas; - “
memiliki pengalaman sebagal ‘ pejabat/ panitia = pengadaan

‘barang/jasa;

memahami seluruh Jems pekerjaan yang menjadl tugas kelompok'

kerja pengadaan;
. tidak mempunyai-: hubungan keluarga dengan peJabat ‘yang .
“mengangkat dan atau menetapkanya sebagai Kepala Kantor; dan
. memenuhi syarat lain yangditentukan dalam aturan kepegawaian

untuk jabatan yang setara.

(2) Sekretans ULP wajib memenuh1 persyaratan :

: a.

b
c.
d
e

¢

memiliki status sebagai Pegawal Negerl Sipil;

. memiliki pendidikan minimal sarjana S1;

memiliki kualifikasi teknis dan manejerial;

. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan :
.gmemlhkl integritas moral disiplin dan tanggung _]awab dalam '
- melaksanakan tugas; dan

memenuhi syarat lain yang dltentukan dalam aturan kepegawalan

- untuk Jabatan yang setara



(3) Sub Bagian ULP wajib memenuhi persyaratan :

a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun non PNS;

b. memiliki pendidikan minimal SLTA;

c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;

d. memiliki integritas moral dan disiplin yang tinggi;

e. memahami dan bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan
fungsinya.

(4) Kelompok Kerja ULP wajib memenuhi persyaratan :

a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa;

c. memiliki pendidikan minimal SLTA;

d. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam
melaksanakan tugas;

e. memahami pekerjaaan yang akan diadakan;

f. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas kelompok
kerja ULP;

g. memahami isi dokumen,metode dan prosedur pengadaan ; dan

h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang

menetapkannya sebagai anggota kelompok kerja ULP.
(5) Kepala ULP dan kelompok kerja ULP dilarang menduduki sebagai:

PPK;

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
Bendahara; dan

APIP, kecuali menjadi pejabat pengadaan barang/jasa yang
dibutuhkan instansinya.

aoop

(6) Kepala ULP dan kelompok kerja ULP yang berkedudukan sebagai
PA/KPA harus menunjuk PPK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal inaari 2014

BUPATI ISJ,

V . HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Jamuwari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

HANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR ot
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